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Satu dari tujuh
agenda pemba-
ngunan dalam
RPIMN 2020
2024 adalah me
ngembangkan
wilayah untuk
mengurangi ke-
senjangan dan
menjamin
pemerataan.
omitmen pemerataan

pembangunan antarwi-
layah di ter-

bupaten tertinggal di wilayah
Jawa dan Kalimantan berhasil
keluar dari status tertinggal da-
lam lima tahun terakhir. Di Su-
matera, tujuh masih

2018, dari 18.223 desa di 122
daerah tertinggal, 83 persen
berstatus tertinggal dan sangat
tertinggal. Hanya 003 persen
desa t mandiri.

belum entas dan hampir se-
luruhnya berada di pantai barat
Sumatera. Di Sulawesi tiga ka-
bupaten masih tertinggal, se-
mua di Sulawesi Tengah.
Untuk lima tahun ke depan
(2020-2024), Kemendes PDTT
telah mengidentifikasi
62 daerah tertinggal, \
terdiri dari 60 da-
erah tertinggal
yang belum men-
tas di periode
2015-2019 ditam-
bah kwari

tuang dalam kebijakan perce-
patan pembangunan daerah
tertinggal.

Daerah tertinggal diukur de-
ngan enam kriteria. Pertama,
kondisi ekonomi masyarakat
dengan ukuran pendapatan per
kapita dan tingkat kemiskinan.
Kedua, capaian pembangunan
manusia, diukur dari kompo-
nen indeks pembangunan ma-
nusia (IPM), seperti usia ha-
rapan hidup dan tingkat pen-
didikan. Ketiga, ketersediaan
sarana dan prasarana daerah,
seperti transportasi, sekolah,
rumah sakit, listrik, telekomu-
mkasl pasar dan seterusnya.

keuang-

Selatan dan Pe-
gunungan Arfak
sebagai  daerah
otonom baru. Se-
bagian besar dae-
rah tertinggal di
wilayah timur In-
donesia, khususnya NTT, Ma-
luku, dan Papua.

Empat tantangan
Ada empat tantangan utama

pembangunan daerah terting-
gal, yaitu d: kualitas

Meskipun dihadapkan pada
tantangan yang tak mudah, se-
lama 2015-2019 ada 62 daerah
tertinggal yang berhasil entas.
IPM daerah tertinggal naik 2,72
poin dari 59,23 (2014) menjadi
61,95 (2018). Ini lebih tmggl

dari kenaik

tumbuhan ekonomi daerah
berdampak besar terhadap pe-
nurunan kemiskinan.

Tanpa pertumbuhan ekono-
mi yang memadai di daerah
tertinggal, sulit menurunkan
angka kemiskinan. Daerah yang
mengandalkan sektor pertanian
cenderung menghasilkan nilai
tambah lebih rendah dibanding
daerah dengan dominasi sektor
sekunder ataupun tersier dalam

IPM
sebesar 249 in  dari
68,90 (2014) menjadi
S 71,39 (2018).

Namun, tidak demi-
kian halnya untuk
capaian kinerja
kemiskinan dan
pertumbuhan

ekonomi daerah
tertinggal. Dala

¥ produk ik
regional bruto (PDRB).

Sektor pertanian di daerah
tertinggal sangat dominan dan
menyumbang 30-40 persen ter-
hadap PDRB. Saat bersamaan,
kualitas sumber daya manusia
daerah tertinggal rendah. Maka,
strategi kedua ialah menjalan-
kan kebijakan pembangunan
manusia yang dapat mendu-
kung nilai tambah

“ 3% 208
kan, laju pertum-
buhan  ekonomi
daerah tertinggal

4,29 persen, di bawah pertum-

buhan nasional 5,17 persen.

Angka kemiskinan di daerah

tertinggal hanya turun kurang

dari 1 persen pada 2015-2019,

bandmg)(an dengan penurunan

sumber daya manusia, ting-
ginya angka kemiskinan, ter-
batasnya infrastruktur dan ak-
seslblh!as wﬂayah serta ba-

desat terting-

an daemh untuk membangun.
Kelima, keterjangkauan masya-
rakat terhadap sarana prasa-
rana publik. Keenam, karak-
teristik kewilayahan, terutama
kerentanan terhadap bencana
alam ataupun sosial.

Pada periode 2015-2019, pe-
merintah telah menetapkan 122
kabupaten sebagai daerah ter-
tinggal. Sebagai gambaran, dari
122 daerah tertinggal, 19 ka-

gal maupun sangat tertinggal.
Sebagai gambaran, tahun
2015, IPM daerah tertinggal ha-
nya 5991 Artinya, secara ra-
ta-rata daerah tertinggal ber-
status low human development.
Tingkat elektrifikasi di bawah
82 persen, bandingkan dengan
angka nasional di atas 96 persen.
Jarak rata-rata dari desa ke pus-
kesmas di daerah tertinggal
(3006 lﬂn) hamplr dua kali lebih

bupaten berada di a
dan Jawa, 12 kabupaten di Ka-
limantan, 18 kabupaten di Su-
lawesi, dan 73 kabupaten di
Kepulauan Nusa Tenggara, Ma-
luku, dan Papua.

Hasil evaluasi Kemendes
PDTT menunjukkan, dari 122
daerah tertinggal, 62 kabupaten
berhasil entas (tidak lagi ter-
tinggal) akhir 2019. Seluruh ka-

jauh 1 (16,70
km). Demikian pula rata-rata
jarak desa ke pasar dua kali lebih
Jjauh rata-rata nasional.

Pada 2019 lalu,

| yang lebih
dari 1,7 persen periode serupa.

Strategi ke depan

Ada tiga strategi penting un-
tuk pembangunan daerah ter-
tinggal ke depan. Pertama, pe-
merintah bersama pemda harus
memastikan bahwa seluruh da-
erah tertinggal yang sudah en-
tas tidak turun lagi menjadi
daerah tertinggal.

Ketiadaan dana alokasi khu-
sus Afirmasi setelah dmyamkan
entas

sektor pertanian. Pendidikan
vokasi dan kejuruan di daerah
tertinggal dapat diarahkan guna
menunjang pertanian (dalam
arti luas termasuk perikanan,
peternakan, kehutanan) mo-
dern, dengan produktivitas dan
nilai tambah tinggi, misalnya
mengadopsi konsep smart far-
ming. Peningkatan

sumber daya manusia seiring
dengan tingkat nilai tambah
sektor pertanian.

Daerah tertinggal akan men-
jadi pilar ketahanan pangan dan
lingkungan Indonesia. Pemba-
ngunan sektor pertanian di da-
erah tertinggal perlu diarahkan
untuk mendukung perbaikan
gizi. Pembangunan sarana dan
prasarana (listrik, telekomuni-
kasi, dan transportasi) di daerah
tertinggal perlu dlpnon!askan
untuk

fiskal daerah tertinggal entas
berkumng. Oleh k.u'enanya, ha-

nilai tambah sektor pertanian.
Strategi ketiga, mempertim-

em-
bma:m daerah tertinggal entas
agar tak kembali menjadi da-
erah tertinggal.

Straleg' berikutnya bertuju-
penu-

penduduk miskin di daerah ter-
tinggal 1741 persen. Ini jauh
lebih tinggi dibandingkan de-
ngan angka kemiskinan nasi-
onal 922 persen. Tantangan
berikutnya ialah fakta bahwa di

runan angka kemiskinan dan
pertumbuhan ekonomi di da-
erah tertinggal. Beberapa pe-
nelitian menunjukkan bahwa
sejak pemberlakuan otonomi
daerah di Indonesia (2001), per-

korelasi yang kuat an-
tara pembangunan desa dan
pembangunan daerah terting-
gal. Mengentaskan desa terting-
gal dan sangat tertinggal (83
persen dari keseluruhan desa di
daerah tertinggal) sama artinya
dengan mengentaskan daerah
tertinggal. Dana desa yang be-
gitu besar jumlahnya sebaiknya
diprioritaskan untuk mendu-
kung kegiatan ekonomi desa.

Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Komitmen pemerataan
pembangunan antarwilayah di antaranya tertuang dalam kebijakan percepatan
pembangunan daerah tertinggal. Tantangan utama pembangunan daerah tertinggal,
yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingginya angka kemiskinan,
terbatasnya infrastruktur dan aksesibilitas wilayah, serta banyaknya desa berstatus
tertinggal ataupun sangat tertinggal.
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